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PERATUR.AN DAERAH KAEUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 16 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
$.

bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Mukomuko perlu ditetapkan denqan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000

lentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2.46, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 40aB);

Undang-Undang Nomor 0-l -lahun 2003 tentanq Pembentukan

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di

Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

7-003 Nomor 23, Tambahan Lc.mbaran Ncgara l.lomor 3954;

PERDA Kab. Mukomuko Tahun 2OOS

user
Textbox
SALINAN

user
Textbox
Dicabut dengan Perda No 7 Tahun 2011



:).

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 37 Tahun 2004

lentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indclnesia No

22 Tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2004 Nomor I?5, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 I ahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor l?-€t, Tambahan

Lembaran Negara Nomor a$B );

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang

Kertrenangan Pemerintah dan Kcwenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 6:t -l'ahun 2001 tentanc.; Pajak

D;:erah (l-embaran Nectara Republik Indone-.sia [ahun 2001

Nomor 1L8, Tanrbahan lembaran Neqara ftlonror 41-iti); i.
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daei"ah Kabupaten Mukomuko;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKIIAN R.AKYAT DAER.AH
KABUPATEH MUKOMUKO

dan
BUPATI MUKOMUKO

t.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAI-I KABUpATHI'l MUKOI4UKOTENTANG
PA]AK PENERI\NGAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

a. Daerah adalah Kabupten Mukomuko;

4.

6.

Q
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b.

C.

d.

e.

r.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;

Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko;

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu rlibidang perpajakan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yanq berlaku;

PT. Perusahaan Listrik Negara ( Persero ) yang selanjutnya disingkat pLN adalah

Badan Usaha ltlilik f',legara yang bergerak cJalam bid.rng Usaha Ketenaqalistrikan

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah penggunaan

L

tenaga listrik;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya ilisingkat SPTPD adalah surat yang

digunakan oleh wajib pajak untul< melapork.:n perhitungan dan pembayaran pajak

yang terLltang sesuai dengan peraturan pcrundang-undangrrn perpajakan daerah;

surat setoran pajak daerah yang selanjutnya disingkat sSpD adalah surat yang

digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan ;:embayaran atau penyetoran pajak

yang terhutang kekas daerah atau ketempat lain yanc; clitetapk;irr olefi kepala

daerah;

Surat Ketetapan Pajak daerafr yanq selan.lutnya clisingkat SKPD ildalah Surat

Keputusan yang menentukan besarnya;umlah palak yang terhurancl; **

surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat sKpDKB

adalah Surat Keputusan yang menentukan bes.irny; jurniah pajak yang terhutang
jumlah kredit pajak,jumlah kekurangan pembayaran pajak pokok, besarnya sanksi

administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat

SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang nrenentukan tanrbahan atas jumlah pajak

yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah lcbih b;ryar yanc; :;clanjLrtnya clisingkat SKpDLB

adalah Surat Keputusan yang menentukan jLrmlah kelebihan penrbayaran pajak

karena lumlah kredit g:ajak lebih bc:r.rr dari pajak yanq lerutani; at.:u tidak

sefrarusnya terutanql;

Surat -lagihan Pajak Dar:rah yarrg sclanlutny;r clisingkal Ii-lt)D ;rcJ;rlah sural untuk

melakukan tagihan pajak dan atau sanksr aclrninistrasi br:rup,t lrunc;a clan atau

dencla;

t.

h.

t,

m,
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t.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang nreliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer/perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah

dengan nama dan dalam bentuk apa putr, persekutuan,perkumpulan, firma,

kongsi,koperasi,yayasan atau organisasi yang yang sejenis lembaga clana pensiun ,

bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputuxn atas keberatan terhadap surat

ketetapan pajak daerah kurang bayar surat ketetapan pajak daerah kurang bayar

tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah

nihil, atau terhadap pcnrotonqan atau penrungutan oleh pihak ketiga yang diajukan

oleh wajib pajak;

Putusan Banding adalah putusan badan pcnyelesaian sengketa pajak atas banding

terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;

Pemeriksaan adalah serangkaian kcgiat;:n untuk mt,.ncari, m€rngumpulkan dan

mengolah data dan atau keterangan lainrrya dalam rangka pengawasan kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dacrah bcrdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah;

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai

Negeri Sipil,yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tinclak picJana dibidang perpaiakani'
daerah yang terjadi serta menemukan tersanqkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal ?

Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipunqut pajak atas lxrrggunaan tenaga

listrik.

Objek pajak adalah penggunaan tenarga listrik di wilayah ciaerah yanq tersedia

penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleli pemerintah Daerah.

(3) Penggunaan tenag; listrik sebaqaimana climaksLll pacla ayat ( t) adalah

penggunaan tenaga listrik baik y;rnq disalurkarr ciari PLN maupun bukan PLN.

n
F.

q.

(1)

(2)
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pasal B

Dikecualikan dari obyek pajak adalah:

a. Pengunaan tenaga listrik oleh Instansi pemerintah

b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat

konsulat perwakilan asing dan lembaga-lembaga

balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara.

Pusat dan Pemerintah Daerah^

yang digunakan oleh kedutaan

internasional denga asas timbal

U.

C. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dario bukan pLN clenqan kapasitas tertentu
yang tidak rnemerlukan izin dari instansi tcknis terkait"

Penggunaan tenaqa listrik yang khusus cliqLrnakan untuk ternpat rbacjah.

Pasal 4

Subyek Pajak ad.rlah orang pribadi at;:u badarr yanq miingclurrakarr tenaqa listrik.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau bi:<j.rrr yilnq fitengqunakan tenag;, listrik.

i,

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PA]AK

Pasal 5

(l) Dasar Pengenaan Pajak aclalah Nilai Jtral I'r.naq;r l istrik.

(2) NilaiJual tenaga Listrik sebagaimana dirnaksucJ pada iryat (1) clitet:rpkan:

a. Dalam hal ttnaga listrik berasal clarr l)t,N cJ.rrr buk;rn t)LN clenc;arr pembayaran,

nilai jual -fenaga Listrik acJalafr besarnya iaqihan Lriaya pengunaan

listrik/rekening li:trik.

b. Dalam hal tenaga listrik berasal clari bukan PLN dengan tictak tidak dipungut
bayaran,Nilai jual tenaga listrik clihitung bei"dasarkan kapasitas tersedia dan
penggunaan atau taksiran penqciilnaan listrik srrrta haiqa Eltuan listrik yang

herlaku cjr wilavah claeralr.

(3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf tl ditetapkan oleh

Bupati dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk pLN.

( 1)

(2)
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Pasal 10

Saat pajak terutang adalah sejak diterbitkan SKPD"

Pasal 1L

(1) Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi

SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus diisi denqan jelas, benar dan

lengkap.

(3) Untuk pelanggan listrik PlN,daftar rekening listrik yang oleh PLN merupakan

SPTPD.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( l),harus disampaikan Kepala Daerah

selambat-lambatnya 15 ( lima Belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.

(5) Bentuk, isi serta tala cara pengisian dan penyampaian SPOPPJ clitetapkan oleh

Bupati.

BAB VII
TATA CARA PERHITUNGAN DAN

PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1);:asal 11. Bupati

menetap pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

i.

(2) Apabila SKPD Eebagaimana dimaksud

setelafr lewat waktu paling lc-tffia 30

dikenakan sanksi adnrinistrasi :;ebes^ir

tagihan dengan menerbitkan SPTD.

pacla ayat (1) fid.rk atau kurang dibayar

(tiqa puluh) hari sejak SKPD diterima,

? 9b (dul pr.rst.n) sebulan clari jumlah

(1)

Pasal L3

Wajib pajak yang rncmbayar sendiri, SPI-PD serbagainran;r dirnaksuel dalam pasal

pasal 11 ayat (1) digunakan untuk rncnc.lhitunq , rnemperhitungkan dan

menetapkan pajak sendiri yang terutang.
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(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat lerutangnya pajak, Bupati clapat

menerbitkan:

a, SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c, SKPDN,

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ctiterbirkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang

tr:rut.lng tidak atau kurang bayar,dikenakan Sanksi Aclmnistrasi 2 (du;r persen)

sebulan dihitung dari pajak kuranq atau terlarnbat dibayar untuk jangka waktu

lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitunq sejak saat terutangnya pajak.

b. Apabita SPTPD tidak disanrpaikari dalanr jabqka waktu yang ditentLrkan dan

telah ditegur yiinq ditentukan d;rn terlah ditequr :;ecara tertulis, dikenakan

sanksi administrasi sebesar 2oA (dua pcr:;err) sebularr dihitung clclri pajak yang

kuran-q ;itau terlantbat dihayar untuk janqyk;r rrrakt.r,r palinglarrm 24 (cluapuluh

empat) bulan dihitLrng sejak saa[ terut;rnqnya pal;ik.

c. Apabila kewajiban menqisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang clihitung

secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi trerupa kenaikan sebesar 
+'

25olo (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksiadministrsai

sebesar 29lo (du"r persen) sebulan dihitun6; dari p.rjak yancl kurang atau

terlambat dibayar untuk yang waktu paling lamn ?.1 (clu.r puluh enrpat) br-rlan

dihitung sejak saat terutanc; pajak.

(4) SKPDKtIT sebagaimana climaksucl percl;r aryat (.?-) lrurut' b ciiterbitkan, apabila

ditemukan data baru ;rtau data yang semula belunr terungykap yang menyebabkan

penambahan jumlah pajak yang tc-:rutanct erkan clikcnakan sanksi administrasi

berup.r kerraikan sebesar 100o/o (seratus pcr.cjen) dari jLrrnlah kekuranqarr pajak

tersebut.

(5) SKPDN sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf c diterhitkan apabila jumlah

pajak yang terutang sama besarnya denqan lumlah kreclit pajali atau pajak ticlak

terutanq dan tidak kretdit pajak.
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(1)

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya

dibayar dalam jangka waktu yang telahditentukan ditagih dengan menerbitkan

SPTPD ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 2 Yo (dua persen) sebulan dari

jumlah tagihan.

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan

tindakan pemeriksaan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daeralr atau tempat lain yang

ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang telah telah ditentukan dalam

SPTPD, SKPD,SKPDKB,SKPDKBT dan STPD.

{2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,hasil penerimaan

pajak harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam yang

ditentukan oleh Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksLrd pada ayat (1) dan ayat (2-) dilakukan

dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

(1) Pembayaran pajak h;rrus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib palak untuk mengangsur pajak

terutang dalam kurun waklu tertentu,setelah memenuhi persyaratan yang

ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebragaimana yang dimaksud pacl;r ayat (2-),harus

dilakukan secara teratur dan berturut-turut denqan bung.r sebesar 2%r (du;r persen)

scbulan dari lurnlalr pa.yak bclunl atau kur;rnr; ifi baylr.

i,
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(1)

(2)

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda

pembayaran wajib pajak untuk rnenunda pembayaran pajak sampai batas waktu

yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan

bunga 2olo (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang

dibayar.

(5) Persayaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara

pembayaran angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud paa ayat (2) dan

(4), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Setiap pembayaran pajak sebagaimana climaksud dalam lrasal 15 diberikan tanda

bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk,jenis, isi,ukuran tanda bukti pcmbayaran clarr [;rrku 1x:nerinraan pajak

sebagairnana dinraksud ayat (1), ditetapkan clleh tlupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PA]AK
i,

Pasal 17

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau sural lain yang sejenis; sebagai awal

tlndakan peklaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari scjak saat jatuh

tempo pembayaran.

(2-) Dalam jangka lvaktu 7(tujuh ) hari :;cte:lalr langgal sLrrat tequran atau surat

peringatan alau surat lain yang sejenis, wajib pajak harurs melunasi pajak terutang.

(3) Sural teguran , 1,ur lt l)cringatlrr ;rf;'rt.r l,ural, latrr y.rnrl :jtijrlnri; :;t:b;rgaimana

din-rak:;ucl pacla aylt ( 1) rlikeluark;rn olclr gtt:,jab,lL.

Pasal 1"8

(1) Apabila jurnlafr pajak yanq rnasilr h;rru:; clibayarkarr tidak clilunas;i dalam surat

Il:quran atau liuraf [)erinqalan clalanr :;ur;rl tt:quran at iu surat l;rirr yanq sejenis,

jumlah pajak yang harus dibayar ditaqih denqan :;urat paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera sctelah lewat 2-1 ( dua puluh satu) hari

sejak tanggal surat tequran atau surat g:aksa,pcjabat segera menerbitkan Surat

Perintah melaksanakan pcnyitaan.
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Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya,setelah

lewat 10 ( sepuluh ) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan

penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor

Lelang Negara.

Pasal 2O

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari,tanggal,jam dan tempat pelaksanaan

lelang, luru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak

daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENG URAfTGAN,KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PA'AK

Pasal 22

Bupali berdasarkan Permohonan wajib pajak dapat memberikan

pengurangan,keringanan dan pembebasan pajak.

Tata cara pemberian pengurangan,keringanan cjan pembebasan pajak,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PEI{BETU LAN/ PEMBATAI.AN, PENGU RAN 6AN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

pasal 23

(1) Bupati Karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak rJapat:

a. Menrbetul kan SKPD atau SKPDKIJ at;ru SKPDKB-I- atrrir SlPl) yancl clalam

penerbitannya terdapat kc'salahan tulis,kcsalarhan hitunqn dan atau

kekcliruan cl;lli:nt pLrnerap;ln pera[rrran pcrundancl-unclanc;an perpajakan

daerah.

b. Membatalkan atau menqurangkan ketetapan pajak yan_q ticlak benar.

*.

(1)

(2)
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c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,

denda dan kenaikan pajak yang lerutang dalam hal sanksi tersebut

dikenakan karena kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahan.

(7). Permohonan penrbetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan

menghapuskan atau pengurangan sanksi irdminrstrasr atau

SKPD,SKPDKB,SKPDKBT, atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada kepala daerah, atau pejabat

selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh) hari sejak tanggal drterima sKpD, sKpDKB,

SKpDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

Bupati atau pejabat paling lanra 3 (tiqa bulan) sejak surat permolronan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di terima sudah harus menrberikan

keputusan.

Apabila setelah lewat waklu 3 (tiga) bul.rn sebagairnana climaksucl pacla ayat (3)

Kepala daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohrlnan

pe-'mbetulan, pembatalan/ penquranqan kctctrrpan s.rnk.;i lrJlninistra:,i clt angg;rp

di kabulkan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYAR.AN PAJAK

Fasal 24

Atas kelebihan penrbayaran pajak, wajib pajak dapat nrengajirkan perrnohonan

pengembalian kepada Kep.:la Daerah.

Bupati dalam jangka waktu palinq lama l2 (dua llelas) l.rulan :;ejak cliterirnanya

permohonan pengembalian kelebihan pernb;ryaran gi;rjnk sctraqarinrana climaksud

pada ayat (1) h;rrus memberikan keputusan.

Apabila jangk;r waktu sebaqairnana clinrrik:;Lrci pacl;i ay;it (,1) rlilampaur t3upati

ttdak merntrerik.rtr ki.]g.ttittt':t.rtt, lxlrnlol ronarr 1icnc.;enrbali,rrr f.lr:lt,:biharr pi:mttay;lrarr

pr.rjlk cliatnc;c.1;t1.r riik;tIrulk;rrt d,tn :;Kt)l)t l] lr,tr.rii, tlitr:rtlilk;rri rlirl,rrrlll,rktr: palinq

l.tnrit I (:;at.u) ltr-rl;rrr.

Apabila w;jib pajak nrc:nr1;uny;ti utancl p;rjak litinnya, kelt:bifu,rrr pe-:nrbayran pajak

seb.rgaimana dimaksucl pada ayat (2-) l;rnqsungl clipcrhitungakan untuk nrelunasi

terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(3)

(4)

(3)

(4)

i.

(1)

(2)

PERDA Kab. f,lukonruko Tahun 20OS



Pengembalian kelebihan pembayaran paj.rk dilakukan dalam(s)

(6)

(1)

(dua) bulan sejak diterbitkannya SKpDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu

2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB kepala Daerah memberikan imbalan

bunga sebesar 2o/o (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran

ketebihan bayaran Pajak.

Pasal 25

Permohonan pengembali.rn kelebihan pt:mbayaran pajak diajukan secara tertulis

kepada Bupati sekurang-kurangnya dengan menyebutkan :

a. nama dan alamat wajib pajak;

b. masa pajak;

c. besarnya kelebihan pembayararr pa.lak;

d. alasan yang jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara

langsung atau melalui pos tercatat.

BuKi penerimaan oleh pejabat daeralr atau bukti pengiriman pos tercatat

merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. i'

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan serLa

perintah membayar kelebihan pajak.

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayarannya dilakukan

dengan cara pemiondahbukuan dan bukti pemondahbukuan juga berlaku sebagai

bukti pembayaran.

BAB XIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

l{.lk untuk ntelakukan penaqihan pajak daluarsa setelah melampaui jangka waktu

5 (lima ) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib

pajak mel.rkukan tindak piclana dibidang perpajakan daerah.

(2)

(3)

(4)

(s)

( l)
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(1)

(2)

BAB XVI

KFTENTUAN PENUTUP

Pasal 3O

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang mengatur

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten MLrkomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Desember 2OO5

UKO,

YUNUS

i,
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(1)

()\

BAB XVI

KETENTUAN PEFIUTUP

Pasal 3C;

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

t{al- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah

pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Per;:turan yanq mengatur

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan denqan ki:tentuan

apabila dikemudian hari terdapal kekeliruan dalam penqaturannya, akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuiny;l , nrenrerinlahkan ;nngunciarrqlan Puraturan

Daerah ini dengan grcnernpatannya dalam Lembaran d.reroh Kabupatcn Mukomuko.

Ditetapkan di f.lukomuko
Pada tanggal 27 Desember 2OO5

BUPATI MUKOMUKO.

Ttd

ICHWAN YUilUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Drs. SYAU[AlJl DAHARI
Penrbinan Utama Muda NtP. 010082186

LEMBARAN DAERAH KAEUPATEN.IJIUKOMUKO TA}.IUN 2OO5 NOMOR . 16 SERI" R

:iilpanJang

i,
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